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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Organisasi pemerintahan adalah salah satu bentuk organisasi non profit 

yang bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum yang dapat 

berupa pelayanan keamanan, peningkatan mutu pendidikan, peningkatkan mutu 

kesehatan dan lain-lain. Selain itu organisasi non profit ini merupakan organisasi 

yang orientasi utamanya bukan untuk mencari laba. Apabila dibanding dengan 

organisasi lain, organisasi pemerintah memiliki karakteristik tersendiri yang lebih 

terkesan sebagai lembaga politik daripada lembaga ekonomi. Akan tetapi, 

sebagaimana bentuk-bentuk lembaga lainnya, lembaga/organisasi pemerintah juga 

memiliki aspek sebagai lembaga ekonomi. Lembaga pemerintahan melakukan 

berbagai bentuk pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan di 

satu sisi, dan di sisi lain lembaga ini harus melakukan berbagai upaya untuk 

memperoleh penghasilan guna menutupi seluruh biaya tersebut. 

Dalam melaksanakan aktivitas ekonominya, organisasi atau lembaga 

pemerintahan membutuhkan jasa akuntansi untuk pengawasan dan menghasilkan 

informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan 

ekonominya. Akan tetapi, karena sifat lembaga pemerintahan berbeda dari sifat 

perusahaan yang bertujuan mencari laba, maka sifat akuntansi pemerintaan berbeda 

dari sifat akuntansi perusahaan. Dengan adanya akuntansi pemerintahan maka 



pemerintah harus mempunyai rencana yang matang untuk suatu tujuan yang dicita-

citakan sesuai dengan penerapan akuntansi pemerintahan di Indonesia. 

Dengan ditetapkan Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang perimbangan 

keuangan antara pusat dan daerah akan dapat memberikan kewenangan atau 

otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara 

proporsional. Hal ini diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan 

sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan daerah dan pusat secara 

demokratis, peran serta  masyarakat, pemerataan keadilan, serta memperhatikan 

potensi dan keragaman daerah, terutama kepada pemerintah kabupaten dan 

pemerintah kota. Salah satu asas pelaksanaan pembangunan dalam Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu adanya desentralisasi. Hal ini berarti adanya 

pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom 

dalam kerangka NKRI. Otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab 

disertai dengan kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri 

memerlukan dukungan tersedianya pendapatan daerah yang memadai. 

Otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia hingga saat ini merupakan 

wujud dari diperlakukannya desentralisasi. Otonomi ini selaras dengan 

diperlakukannya UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No. 33 

tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah. Undang-undang ini diberlakukan untuk memberikan peluang bagi daerah 

dalam menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka 

mewujudkan kemandirian daerah. UU tersebut merupakan kebijakan yang 



dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintahan 

yang sesungguhnya. 

Kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah mulai dilaksanakan 

secara efektif sejak tanggal 1 januai 2011. Otonomi daerah bertujuan untuk 

mewujudkan kemandirian daerah sehingga daerah bebas untuk mengatur dirinya 

tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat. Era desentralisasi dan otonomi 

daerah menjadi tantangan bagi setiap daerah untuk memanfaatkan peluang 

kewenangan yang diperoleh dalam mengembangkan kapasitas otonomi yang 

dimiliki. 

Dalam era desentralisasi fiskal diharapkan adanya peningkatan pelayanan 

diberbagai sektor terutama pada sektor publik. Peningkatan ini diharapkan dapat 

meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan 

ini tentu saja dapat terwujud apabila terdapat upaya yang serius terutama dari 

pemerintah dengan memberikan berbagai fasilitas pendukung berupa sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan. Konsekuensinya, pemerintah perlu untuk memberikan 

alokasi belanja yang sesuai untuk tujuan ini. Desentralisasi fiskal disatu sisi 

memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan daerah, tetapi disisi 

lain memunculkan persoalan baru, dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang 

berbeda-beda. 

Undang-undang No. 25 tahun 1999 menegaskan bahwa untuk mendukung 

pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah daerah harus memiliki 

sumber pendanaan sendiri berupa pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan 

yang berasal dari pemerintah pusat, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan 



daerah yang sah. Kebijakan penggunaan sumber pendanaan tersebut diserahkan ke 

pemerintah daerah. Sumber pendanaan tersebut seharusnya digunakan secara 

efektif dan efesien oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat, serta dilakukan secara transparan dan akuntabel. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan 

daerah yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan harus ditingkatkan 

seoptimal mungkin dalam rangka mewujudkan semangat kemandirian lokal. 

Mandiri diartikan sebagai semangat dan tekad yang kuat untuk membangun 

daerahnya sendiri dengan tidak semata-mata menggantungkan pada fasilitas atau 

faktor yang berasal dari luar. Meskipun dimaklumi bahwa sebagian terbesar daerah 

otonom (kabupaten/kota), kemampuan pendapatan asli daerahnya kecil, sehingga 

masih diperlukan bantuan keuangan dari pemerintah pusat (Darise, 2007). 

Berikut data keuangan daerah mengenai Anggaran dan Realisasi 

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten PALI tahun 2015-2017. 

 

Tabel 1.1 Perkembangan Total Pendapatan Asli Daerah Kab. PALI 

TAHUN TARGET PAD REALISASI PAD (%) 

2015          40.028.689.818,72 22.025.377.405,07 55,02% 

2016 35.271.945.033.26 26.354.128.312.41 74,72% 

2017 60.406.937.774.44 33.071.742.263.97 54,75% 

Sumber : Laporan Realisasi Penerimaan PAD ( Bapenda Pali) 

 



Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2015 

Pemerintah Kabupaten PALI menerima total Anggaran Pendapatan Asli Daerah 

dengan target pendapatan asli daerah sebesar 40.028.689.818,72 namun pada 

kenyataannya berdasarkan data dari Laporan Realisasi Peneriman Pendapatan Asli 

Daerah yang dapat terrealisasi sebesar 22.025.337.405,07 atau 55,02 %,  namun 

pada tahun 2016 tentunya Kabupaten PALI mengalami kenaikan  Anggaran 

Pendapatan Asli Daerah sebesar 35.271.945.033,26 dan terrealisasi sebesar 

26.354.128.312,41 atau 74,72 %, dengan persentase yang lebih besar daripada 

tahun 2015 artinya Kabupaten PALI mengalami kenaikan Realisasi Pendapatan 

Asli Daerah yang dituntut untuk kontribusi terhadap poros perekonomian di 

Kabupaten PALI, dan pada tahun 20117 Anggaran yang diterima Kabupaten PALI 

semakin besar yakni  60.405.937.774.44 dan hanya terrealisasi sebesar 

33.071.742.263.97 atau 54,75% artinya tingkat kemampuan keuangan daerah 

Kabupaten PALI memiliki perubahan cenderung meningkat dalam merealisasikan 

Pendapatan Asli Daerah dari tahun ketahun di Kabupaten PALI. 

Tujuan pemberian keuangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah 

guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilaan sosial. Dalam 

pelaksanaan otonomi daerah terdapat empat desentralisasi penting yang diserahkan 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Keempat desentralisasi tersebut 

adalah desentralisasi politik, desentralisasi fiskal, desentralisasi administrasi, dan 

desentralisasi ekonomi. Keempat desentralisasi tersebut menjadi kewajiban daerah 

untuk mengelola secara efisien dan efektif. Sehingga, dengan demikian akan terjadi 

kemampuan suatu daerah untuk melaksanakan fungsinya dengan baik. Salah satu 



desentralisasi yang diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah 

desentralisasi fiskal. 

Desentralisasi fiskal yang merupakan komponen utama dari desentralisasi 

pelaksanaan otonomi daerah dan menandai dimulainya babak baru dalam 

pembangunan daerah serta masyarakatnya dalam mengelola sumber daya atau 

segenap pontensi yang dimiliki untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan 

daerah.  Peneliti ingin menganalisa bagaimana kemampuan keuangan daerah dari 

adanya otonomi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah pada kabupaten 

Penukal Abab Lematang llir. Dikarenakan pada kabupaten tersebut baru saja 

memasuki babak baru untuk membangun daerah mereka. Pada beberapa tahun 

sebelumnya kabupaten ini masih berupa suatu kecamatan yang masih bergabung 

dengan kabupaten induk yaitu kabupaten Muara Enim . Pada tahun 2014 Penukal 

Abab Lematang Ilir  resmi memisahkan diri dari kabupaten induk yakni kabupaten 

Muara Enim. 

Langkah penting yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk 

meningkatkan penerimaan daerah adalah mengetahui potensi pendapatan asli 

daerah dimiliki daerah Kabupaten PALI.  Untuk itu diperlukan analisisa potensi 

PAD yang sistematis dan rasional dimana PAD kabupaten merupakan indikator 

bagi pengukuran tingkat kemampuan keuangan daerah.  Masalah kemampuan 

keuangan yang sepenuhnya belum mandiri dan rendahnya minat investor dibalik 

tuntutan peningkatan kemampuan dalam rangka otonomi daerah Kabupaten PALI 

dan realitas naik turunnya PAD disebabkan lebih banyak pada unsur ketidakstabilan 

pendapatan asli daerah. Lebih jauh mengenai perpajakan dan pengeluran rutin 



permasalahannya adalah karena kemampuan menghimpun dana kurang 

mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam ,sumber daya manusia,  tuntutan 

pembangunan, serta  tingkat investasi yang rendah dan banyaknya perbaikan 

infrastruktur di kabupaten PALI.  Masalah lainnya adalah masyarakat  yang kurang 

peduli dengan banyaknya jenis pajak daerah dan sering tumpang tindih satu dengan 

yang lainnya. Tidak ada perbedaan yang jelas antara pajak dengan pungutan 

lainnya, dan masalah efesiensi penerimaan pajak. Pada akhirnya keberhasilan 

otonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya PAD atau keuangan yang 

dimiliki oleh daerah tetapi ada beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi 

keberhasilannya. Misalnya faktor kualitas sumber daya manusia, sarana dan 

prasarana, faktor sumber daya alam, sumber daya manusia  pengelolaan atau 

manajemen pemerintahan daerah dan sistem informasi yang tersedia. 

Peneliti ingin meneliti bagaimana pengaruh dari adanya otonomi daerah 

pada Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.  Karena Kabupaten ini masih 

dibilang Kabupaten yang tingkat perindustriannya masih bertahap dan kondisi 

kemampuan keuangan daerah yang masih belum begitu stabil serta kabupaten 

termuda kedua di provinsi Sumatera Selatan setelah kabupaten Musi Rawas Utara 

(Muratara). Dengan tingkat kemandirian keuangan yang sepenuhnya belum efisien 

dan efektif serta tidak pasti dan pemerintah setempat juga berusaha untuk bisa 

mengoptimalkan PAD yang ada di Kabupaten PALI, maka diadakannya sosialisasi  

oleh pemerintah mengenai PAD  diharapkan untuk seluruh masyarakat ikut serta 

dan mengerti akan pentingnya hal tersebut, mengingat pemerintah setempat 

melakukan sosialiasi tersebut demi kesejahteraan masyarakat dan penduduk di 



Kabupaten PALI.  Menurut Chairul Azim selaku Kepala Bagian Retribusi dan 

Penerimaan Sumber lain-lain di Badan Pendapatan Daerah Kab. PALI bahwa “ 

mengenai sektor keuangan di Kabupaten PALI sangatlah tidak terduga dari tahun 

sebelumnya dan harus adanya gebrakan baru bagi pemerintah setempat untuk 

membuka peluang dan mengoptimalkan PAD yang ada di Kabupaten PALI dan 

salah satunya adalah upaya yang dilakukan pemerintah setempat yakni menggelar 

sosialisasi kepada masyarakat  untuk meningkatkan PAD mengingat bahwa di 

Kabupaten ini ada banyak potensi sumber PAD yang bisa digali lebih jauh lagi 

dengan adanya upaya kerjasama yang baik antara pemerintah pusat, daerah dan 

masyarakat setempat”.  Di perkirakan beberapa masalah keuangan yang dihadapi 

antara lain : (1) Di kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir diperoleh temuan bahwa 

perkembangan  sektor keuangan masih kurang dan diperlukan upaya untuk 

meningkatkan jumlah PAD dengan mengidentifikasi potensi daerah sebagai 

peluang baru untuk sumber penerimaan dalam mendukung terlaksananya otonomi 

daerah. (2) Pemerintah daerah sepenuhnya belum mampu memberikan 

kesejahteraan kepada masyarakat dengan jumlah PAD relatif rendah serta belum 

sepenuhnya optimal dalam menggali potensi-potensi sumber pendapatan asli 

daerah. 

 

 

Fenomena sementara yang ditemukan oleh peneliti antara lain : (1) Kondisi 

kemampuan keuangan daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir masih belum 

mandiri karena peranan PAD sangatlah kecil apabila dibandingkan dengan bantuan 



dana dari pusat. (2) Kurangnya minat investor untuk membuka usaha dan 

rendahnya tingkat perindustrian yang ada di kabupaten Penukal Abab Lematang 

Ilir. 

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul: “Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Menigkatkan 

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Perumusan masalah  yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah : 

 

1. Bagaimana potensi kemampuan keuangan daerah untuk meningkatkan PAD 

pada Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ? 

2. Bagaimana pengaruh otonomi daerah terhadap kemampuan keuangan daerah 

pada Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ? 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian 

adalah 



1. Untuk mengetahui potensi kemampuan keuangan daerah dalam meningkatkan 

PAD pada Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. 

2. Untuk mengetahui pengaruh otonomi daerah terhadap kemampuan keuangan 

daerah pada Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi pemerintah daerah, dapat dijadikan bahan masukan bagi perencanaan 

pembangunan dan pengambilan keputusan pembangunan dalam rangka 

meningkatkan pelaksanaan otonomi daerah. 

2. Bagi pemerintah daerah dan pihak terkait, dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan anggaran 

pendapatan dan belanja pemerintah daerah. 

3. Bagi pihak lain, dapat dijadikan sebagai informasi dan acuan serta referensi 

untuk penelitian berikutnya mengenai topik yang sama. 

 

1.5. Metode Penelitian 

1.5.1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir  (PALI). 

1.6. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

1.6.1. Sumber Data 

Menurut Misbahuddin dan Iqbal (2014:21) sumber penelitian data dibedakan 

menjadi dua sumber: 



1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung bila 

dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan 

yang memerlukan. Data primer disebut juga sebagai data asliatau data baru 

yang memiliki sifat up to date. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk 

mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara dan trigulasi.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan dari sumber-

sumber berupa variable-variabel yang diperoleh peneliti dari sumber yang 

sudah ada. 

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder 

yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa  Laporan Anggaran 

Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab 

Lematang Ilir Sumatera Selatan. 

 

1.7  Teknik Pengumpulan Data 

1.7.1. Pengertian Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2013:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah 

yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. 



1. Teknik Wawancara, Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013:231) 

wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan 

ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu 

topik tertentu. 

2. Teknik Dokumentasi, Menurut Sugiyono (2013:240) dokumen merupakan 

catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, 

gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang 

berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), 

ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar 

misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk 

karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-

lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. 

3. Triangulasi, dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai 

teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai 

teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

melakukan pengamatan atau observasi pada anggaran pendapatan asli daerah dan 

belanja daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Sumatera Selatan. 

1.8.   Teknik Analisis 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 

deskriptif kualitatif yaitu dengan melakukan pengamatan, mengumpulkan, dan 



menganalisis data yang diperoleh dari observasi, dari data anggaran pendapatan asli 

daerah dan belanja daerah Kabupaten PALI sekaligus wawancara kemudian 

melakukan penafsiran mengenai kemampuan keuangan untuk meningkatkan 

pendapatan asli daerah di Kabupaen PALI. 
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